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NIRWANA, Nomor Pokok E 121 08 535, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: 
“Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu”, di bawah 
bimbingan Dr.A.M.Rusli, M.Si dan Drs. Abdul Salam Muchtar 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 
pelaksanaan kebijakan pemungutan dan target realisasi retribusi pasar Di 
Kabupaten Luwu serta untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu. 
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif dengan unit analisis adalah Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah (DKPD) Kabupaten Luwu.  Informan yang dipilih adalah 
mempunyai relevansi yang dibutuhkan penelitian yang terdiri dari Kepala 
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPD), Kepala seksi Retribusi PAD 
DPKD, Kepala Pasar Belopa, Kepala Pasar Padang Sappa, Kepala Pasar 
Batusitanduk, Petugas penagih/kolektor  dan Pedagang pasar.  Tehnik 
pengumpulan data menggunakan observasi, interview atau wawancara.Data 
dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif naratif yang didukung oleh data 
primer dan data sekunder.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait pelaksanaan kebijakan 
retribusi pasar di Kabupaten Luwu sudah menunjukkan hasil yang cukup 
baik, dimana kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah 
yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah tentang Retribusi Jasa Umum.  
Hal ini dapat dilihat pada Aparat yang terlibat di dalam Pelaksanaan 
Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu, yaitu : Dinas Pengelola 
Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu dan Pengelola Pasar yang terdiri 
dari empat (4) wilayah, yaitu : UPTD Pengelola Pasar Wilayah I, Wilayah II, 
Wilayah III, dan Wilayah IV yang saling bekerjasama dengan baik.  Selain itu 
adanya fasilitas yang digunakan berupa karcis yang diberikan kepada para 
pedagang pasar yang kemudian tarif retribusi pasar dapat diterima dengan 
baik oleh para pedagang.  Namun masih ada pedagang yang belum memiliki 
kesadaran akan kewajibannya untuk membayar retribusi sehingga menjadi 
kendala dalam pelaksanaan kebijakan itu.  Target retribusi pasar terbesar 
ada di Pasar Belopa, Pasar Padang Sappa, an Pasar Batusitanduk.  Adapun 
faktor – faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan retribusi pasar 
di Kabupaten Luwu yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur 
Organisasi yang mana faktor komunikasi dan sumber daya sangat 
berpengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di 








NIRWANA, Number of the E 121 08 535, Science Program 
Administration Government Department of Political Science, Faculty of Social 
and Political Sciences, Hasanuddin University, writing his thesis with the title: 
"Retribution Policy Implementation Market In Luwu", under the guidance of 
Dr.AMRusli, M.Si and Drs. Abdul Salam Muchtar 
This study aims to provide an overview of the implementation of the voting 
policy and the realization of the target market levy in Luwu and to determine 
the factors that affect the implementation of market fee collection policies in 
Luwu. 
The approach used in this study is a qualitative approach with the unit of 
analysis is the Office of Financial Management (DKPD) Luwu. Informants 
selected are required to have relevance of research that consists of the Head 
Office of Financial Management (DKPD), section head PAD DPKD Levy, 
Head of Market Belopa, Chief Market Sappa Padang, Head of Market 
Batusitanduk, Officer collectors / collector and market traders. Data collection 
techniques using observation, interview or wawancara.Data analyzed 
qualitatively with descriptive narrative that is supported by primary data and 
secondary data. 
The results showed that the relevant market tax policy implementation in 
Luwu has shown good results, in which policy is implemented in accordance 
with the local regulations that have been made by local governments on 
Public service levies. This can be seen in the forces involved in the 
implementation of the Market Levy Collection in Luwu, namely: Regional 
Financial Management Agency (DPKD) Luwu and business market which 
consists of four (4) regions, namely: UPTD Market Management Region I, 
Region II, Region III and Region IV working together well. In addition the 
facility that is used in the form of tickets given to the market traders who then 
levy can market well received by traders. But there are still traders who do not 
have the awareness of the obligation to pay the levy to be an obstacle in the 
implementation of that policy. Target levy largest market in Belopa Market, 
Market Sappa Padang, an Batusitanduk Market. The factors - factors that 
affect the implementation of market tax policies in Luwu, namely: 
communication, resources, disposition, Organizational Structure which 
communication and resource factor is very influential in the implementation of 
market tax policy in Luwu. 
 
Keywords: Policy Implementation, Market Levy, Factors 











Bab ini menguraikan tahapan awal dari rangkaian proses penulisan.  
Pada bab ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian, kerangka konsep, dan metode penelitian.   
 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
 
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 
nasional merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) 
dan potensi lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat sebagai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan 
undang-undang dasar 1945 (UUD 1945), yang juga merupakan visi dari 
masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam rangka peningkatan 
pembangunan daerah ini, sumber daya manusia memiliki peranan yang 
sangat penting.  
Selain sumber daya manusia, factor-faktor yang lain yang sangat 
menentukan keberhasilan pembangunan daerah yaitu tersedianya keuangan 
yang memadai baik yang bersumber dari subsidi pusat atau daerah yang 
digali dari pendapatan asli daerah itu sendiri (PADS) seperti pajak daerah, 




Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan 
penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan 
daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan 
yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil 
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini 
tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama 
antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara 
pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi 
masing-masing. 
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, subsektor  
retribusi pasar merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah 
yang merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang 
cukup berarti dimana kontribusi pasar akan turut menentukan besarnya 
tingkat kemandirian suatu daerah, yang juga dapat menentukan arah 
perkembangan dan pembangunan suatu daerah kedepannya. Sehubungan 
dengan itu perlu digali dan diperluas pengelolaannya sebagaimana retribusi 
pasar ini dipungut atas balas saja yang disediakan pemerintah daerah.  
Perbincangan mengenai otonomi daerah  dalam system pemerintahan 
daerah di Indonesia tetap mendapatkan perhatian yang serius dan hingga 
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sekarang menarik untuk didiskusikan. Salah satu hal yang menjadi perhatian 
utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah.  
Berdasarkan penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 6 tentang Keuangan Daerah 
(2004:221) disebutkan: 
“Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara 
lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai 
dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan 
mendayagunakan pajak dan  retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan 
bagi hasil dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-
sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pda 
dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”. 
Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di 
kabupaten Luwu adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan 
aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin 
administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut 
memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan 
kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana 
yang mempengaruhi penerimaan retribusi.  
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Untuk mencapai tujuan diatas maka keberhasilan retribusi pasar 
tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang 
ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam oprasionalnya dapat 
disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara 
pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem 
pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan 
pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa 
pasar. 
Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pegelolaan retribusi 
pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam 
suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang 
ditenkukan. Selain itu pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui 
kelemahannya yang dihadapi dalam pemungatan sehingga mempengaruhi 
tingkat penerimaan. Berbagai kekurangan-kekurangan dapat diatasi melalui 
pengawasannya secara langsung maupun tidak langsung. 
Peran administrator pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan 
penyelenggaraan rumah tangga daerah, dalam bidang pendapatan daerah, 
khususnya pengelolaan retribusi pasar merupakan bagian yang penting 
sehingga perlu menjadi perhatian. Untuk itu yang berkaitan dengan faktor-
faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu diperhatikan agar 
dapat dibenahi ataupun ditingkatkan keberadaannya. Kondisi ini dapat 
berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin petugas, 
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kemampuan aparatur, serta kesadaran masyarakat pedagang serta kebijakan 
yang dikeluarkan. Hal ini berpengaruh pada peningkatan penerimaan 
retribusi dari sektor pasar.  
Dengan turut berperannya pemerintah daerah hal ini Dinas 
Pendapatan Daerah dalam peningkatan pengelolaan dan pelaksanaan 
kebijakan retribusi pasar maka dapat memberikan sumber penerimaan yang 
dapat diandalkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang turut 
mendukung pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 
Kabupaten Luwu. 
Dalam penelitian ini, penulis memilih tiga pasar yang dianggap dapat 
memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Luwu yaitu, Pasar Belopa, Pasar Padang Sappa, dan 
Pasar Batusitanduk.  Pasar – pasar tersebut merupakan pasar tradisional 
Kabupaten Luwu yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat 
untuk melakukan aktivitas ekonomi, sehingga dapat memberikan kontribusi 
besar dalam peningkatan ekonomi daerah.   
Kehadiran pasar – pasar tersebut diharapkan dapat merumuskan 
formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan 
membangun sarana/prasarana perpasaran, serta diharapkan juga dapat 
membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah 
Kabupaten Luwu dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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Namun, pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di 
Kabupaten Luwu belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan 
retribusi pasar tidak mencapai hasil yang diinginkan.  Hal ini disebabkan 
masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemungutan 
retribusi pasar tersebut sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di 
Kabupaten Luwu tidak merata.  
Penulis tertarik mengangkat tema Kebijakan Retribusi Pasar karena 
melihat proporsi dari kebijakan retribusi tersebut cukup besar sebagai salah 
satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar 
yang ada di Kabupaten Luwu. Selain itu, alasan penulis mengambil tema 
Kebijakan Retribusi Pasar dalam objek penelitian adalah ingin mengetahui 
seberapa besar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Luwu dalam mengelola pemungutan retribusi Pasar dalam meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu. Sehingga penulis tertarik 
untuk  melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan 
Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu”.  
1.2. Rumusan Masalah  
Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini dan agar penelitian 
memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam 
penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. 
Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pungutan dan target realisasi 
retribusi pasar di Kabupaten Luwu?  
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 
Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu? 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan 
pemungutan dan target realisasi retribusi pasar Di Kabupaten Luwu. 
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu.  
1.3.2. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 
bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:  
1.  Akademis  
Secara akademis hasil peneliatian ini diharapkan berguna sebagai 
suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu 
pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung 




2. Praktis  
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan 
dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dalam upaya 
peningkatan pendapatan retribusi pasar dan memperkuat pentingnya 
retribusi daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia. 
 
1.4. Kerangka Konsep 
Ada beberapa hal pokok yang di jadikan landasan berfikir dalam 
penelitian ini untuk lebih memperjelas masalah dan topik pembahasan 
nantinya, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian yang berkaitan 
dengan masalah yang di bahas.  
Implementasi diartikan sebagai kebijaksanaan-kebijaksanaaan dimana 
pelaksanaan adalah perihal atau perbuatan usaha. Hal lain yang penting 
yakni latar belakang kecenderungan untuk mengkaji secara mendalam 
mengenai implementasi adalah pengalaman mengenai perencanaan 
pembangunan di Negara-negara berkembang yang tidak sesuai dengan 
kenyataan (Realitas) yang sebenarnya. 
Implementasi kebijakan/kebijaksanaan dapat juga di katakan 
implementasi pembangunan atau implementasi program pembangunan.Lebih 
jauh tentang pengertian implementasi sebagai proses. 
Presman dan Widawsky mengemukakan bahwa : 
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“Implementasi adalah suatu proses yang saling mempengaruhi antara dua 
kelompok yang turut serta yang bertindak untuk mencapai apa yang di 
inginkan bersama”. 
 
Sedangkan mengenai pelaksana kebijakan/kebijaksanaan akan 
berjalan dengan baik apabila mengetahui bagaimana peliknya perumusan 
suatu kebijaksanaan dengan implementasinya. Dengan demikian pada 
umumnya dianggap cukup masuk akal kalau di dalam suatu 
kebijakan/kebijaksanaan sudah termasuk tujuan atau sasaran tertentu yang 
telah di tetapkan jauh dari sebelumnya walaupun tujuan dari suatu 
kebijaksanaan itu adalah prakteknya mungkin saja berubah atau di lupakan 
paling tidak sebagian begitu waktu berlalu, oleh karena itu dalam pengertian 
seperti ini cukup masuk akal pula bahkan dapat sebagai suatu kebenaran 
kalau misalnya orang mengatakan kebijaksanaan itu tidak mempunyai tujuan 
sama sekali sebagai sesuatu yang kontraktif.  
Dalam pembuatan keputusan atau kebijaksanaan bukanlah 
merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana, setiap administrator 
dituntut memiliki kemampuan atau keahlian, tanggung jawab dan kemauan, 
sehingga dia dapat membuat kebijaksanaan dengan segala resiko nya, baik 
yang di harapkan maupun yang tidak di harapkan. Sekalipun demikian dalam 
praktek kita melihat kadang kalah tujuan itu di rumuskan dengan mengacu 
pada masa lampau sebagai suatu upaya untuk memberikan kesan kuat akan 
adanya suatu strategi yang jelas atau untuk memperbesar tingkat wawasan 
kedepan mengenai hasil akhir yang ingin di capai daripada sebagai suatu 
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tindakan yang sudah di tetapkan semenjak dini dalam tahap-tahap proses 
pembuatan kebijaksanaan.  
Retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, 
kerena retribusi daerah merupakan salah satu dari keempat jenis sumber 
pendapatan daerah, dimana menurut Undang-Undang Nomor.33 Pasal 6 
Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
daerah menetapkan bahwa : 
Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: 
 Pajak daerah; 
 Retribusi daerah; 
 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
 Lain-lain PAD yang sah 
Dari kutipan tersebut diatas terbukti bahwa retribusi daerah adalah 
merupakan bagian dari pada pendapatan asli daerah. Sedangkan retribusi 
pasar tergolong dalam satu jenis retribusi daerah Untuk menciptakan sumber 
pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar secara maksimium tentunya 
diperlukan adanya suatu cara pengelolaan yang lebih baik sehingga 
penerimaan di sektor retribusi pasar tersebut betul-betul dapat diharapkan 
sebagaimana mestinya. Atau dengan kata lain dalam pemungutan retribusi 
pasar, pemerintah tidak terbentur pada masalah-masalah yang dapat 
menghambat laju peningkatan retribusi pasar tersebut.  
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Dalam rangka pembiayaan pembangunan di Kabupaten Luwu, maka 
diperlukan adanya sumber-sumber pembiayaan memadai. Sumber 
pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dihasilkan 
dari pendapatan asli daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam 
Undang-undang seperti yang telah dijelaskan diatas yang menekankan 
bahwa dengan undang-undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak 
dan retribusi daerah.  
Sebagaimana retribusi pasar yang merupakan bagian dari sumber 
penerimaan retribusi daerah merupakan suatu pungutan sebagai sumber 
pembiayaan jasa pasar yang oleh Negara diberikan kepada yang 
berkepentingan, maka untuk dapat memberikan penerimaan yang potensial 
bagi daerah diperlukan pengelolaan dengan baik dalam hal ini cara 
pelaksana pemungutan dan pengawasan yang di tujukan untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Keberhasilan implentasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya 
variabel atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling 
berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip 
dalam buku Subarsono (2006;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 




Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 
implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para 
pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. 
b. Sumber Daya  
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya 
tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi 
implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting 
untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tampa sumber 
daya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja.  
c. Disposisi 
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. 
d. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebiajakan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah 
satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya 
prosedur operasi yang standar (standart operating procedures atau SOP). 




Dengan adanya pengelolaan retribusi pasar yang dirumuskan dalam 
cara pelaksanaan pemungutan dan pengawasan di upayakan untuk dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini target yang 
ditetapkan dapat terealisir. 
Kerangka konsep yang dijadikan sebagai landasan pemikiran skripsi 

























           
           
           
           
           
           
           
           
           














(Perda No 14 Tahun 2011) 
Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 
1. Komunikasi  
2. Sumberdaya  
3. Disposisi (Sikap 
Birokrasi dan 
Pelaksana)  
4. Struktur Birokrasi  
5.  
1. Pelaksanaan Kebijakan 
Retribusi Pasar di Kabupaten 
Luwu 
a. Aparat yang terlibat 
b. Fasilitas yang dibutuhkan 
c. Besarnya tarif retribusi 
d. Faktor penunjang 
2. Target dan Realisasi 
Retribusi Pasar  
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1.5. Metode Penelitian 
Terdapat beberapa uraian yang akan dikemukakan yaitu, dasar dan 
tipe penelitian, lokasi penelitian, sumber data, serta tekhnik pengumpulan 
data. 
1.5.1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang penulis tetapkan guna memperolah data adalah 
pasar sentral Belopa Kecamatan Belopa, pasar sentral Padang Sappa, dan 
pasar sentral Batusitanduk yang terletak di Kabupaten Luwu, pasar tersebut 
sangat ramai di kunjungi masyarakat dan fasilitas yang dimiliki sudah cukup 
memadai. 
 
1.5.2. Dasar Tipe Penelitian 
a. Dasar penelitian adalah metode survey bertujuan untuk 
mengumpulkan data dari sejumlah individu yang dapat mewakili 
individu secara keseluruhan. 
b. Tipe penelitian adalah deskriptif, yang memberikan gambaran tentang 
pengelolaan dan implementasi kebijakan retribusi pasar dalam rangka 
meningkatkan pendapatan Asli Daerah di KabupatenLuwu. 
1.5.3. Unit Analisis 
Unit analisis pada penelitian ini adalah “Organisasi”, yaitu Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.  Penentuan unit analisis ini 
didasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Kabupaten Luwu sebagai pelaksana dan bertanggungjawab terhadap proses 
implementasi kebijakan pemungutan retribusi daerah dan peningkatan 
penerimaan daerah termasuk retribusi pasar di Kabupaten Luwu. 
 
1.5.4. Informan  
Penelitian mengenai implementasi kebijakan retribusi pasar di 
Kabupaten Luwu ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman 
yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data 
dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud 
adalah sebagai berikut:  
1. Kepala Dinas Pengelolaan    1 Orang 
Keuangan Daerah (DPKD),  
2. Kepala seksi Retribusi PAD DPKD  1 Orang 
3. Kepala Pasar Belopa    1 Orang 
4. Kepala Pasar Padang Sappa   1 Orang 
5. Kepala Pasar Batusitanduk   1 Orang 
6. Petugas penagih/kolektor     3 Orang 
7. Pedagang pasar     15 Orang 










1.5.5. Teknik Pengumpulan Data   
1. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan 
mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi 
dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang 
objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan.  
2. Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui 
kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk 
memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian.   
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang 
digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dari 
laporan-laporan realisasi penerimaan retribusi dan peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan 
retribusi pasar.  
 
1.5.6. Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian  ini di peroleh dari : 
1. Data Primer  
Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan  
terhadap informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam 





2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari dokumen – dokumen, catatan – catatan, 
laporan – laporan maupun arsip – arsip resmi serta bahan pustaka 
yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 
1.5.7. Teknik Analisis Data 
Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan 
analisa data deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa 
penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang 
diperoleh melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi, dengan 
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-
unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 
 
1.6. Definisi Konseptual 
Demi terarahnya penelitian ini, maka disusun definisi konseptual 
sebagai berikut :  
1.6.1 Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan adalah usaha-usaha yang dilakukan secara 
sadar dan rasional untuk mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam proses 
imlementasi, alat-alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang, 
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hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan retribusi 
pasar.  
 
1.6.2 Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu 
Target dan realisasi Retribusi pasar khususnya Pasar Belopa, Pasar 
Padang Sappa, dan Pasar Batusitanduk, adalah perencanaan dan 
pencapaian target retribusi pasar dan sejauh mana tingkat kontribusinya 
terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
 
1.6.3 Faktor yang berpengaruh dalam implemantasi kebijakan pemungutan  
Retribusi pasar adalah sebagai berikut:  
a. Komunikasi, penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada 
aparat pelaksana kebijakan retribusi pasar serta konsistensi informasi 
yang disampaikan.   
b. Sumberdaya, ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah 
kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. 
Sumberdaya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, 
kewenangan, serta sarana dan prasarana.   
c. Disposisi, sikap dan komitmen pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Luwu dalam menjalankan pengawasan terhadap 
jalannya pemungutan retribusi pasar sehingga dapat terlaksana 
dengan baik.  
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d. Struktur Birokrasi, struktur Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah serta 
penggunaan prosedur operasi yang standar dalam proses 





























Tinjauan pustaka merupakan paduan penulisan dalam aspek 
konseptual – teoritis.  Pada bagian ini dipaparkan berbagai konsep teori 
tentang implementasi kebijakan, keuangan daerah, retribusi daerah, objek 
dan golongan retribusi, retribusi pasar, tersebut selanjutnya akan digunakan 
sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi ini.  
 
2.1 Konsep Tentang Implementasi Kebijakan 
2.1. 1 Pengertian Implementasi Kebijakan 
Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan 
publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan 
dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian 
aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat 
sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang 
diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup 
persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari 
kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah 





menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di 
dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja 
siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan 
bagaimana mengantarkan kebijakansecara konkrit ke masyarakat. 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang 
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program 
atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan 
tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan 
Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas 
atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik 
yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, 
Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan 
Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 
2004: 158-160).  
Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang 
dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut 
kamus Webster yang dikutib oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai 
berikut:  
“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. 
Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) 
berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana 
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untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk 
menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam 
Wahab (2006:64)). 
 
Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 
yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: 
“Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang 
seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 
dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam 
Widodo (2010:87)). 
 
Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan 
adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat 
dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudiandidiamkan 
dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus 
dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan 
yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk 
mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam 
urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).   
Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila 
tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah 
dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan 
tersebut. 
Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, 
disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang 
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dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu 
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. 
Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya 
variable atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling 
berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip 
dalam bukau Subarsono (2006;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
empat variabel, yaitu:  
1. Komunikasi  
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 
implementasi kebiajkan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para 
pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. 
Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi 
berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan 
implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. 
Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan 
konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para 
implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan 
yang akan diterapakan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat 






a. Transmisi  
Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 
implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran 
komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi).  
b. Kejelasan informasi  
Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah 
jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak 
selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para 
pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. 
Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan 
menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang 
telah ditetapkan.  
c. Konsistensi Informasi yang disampaikan  
Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 
haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. 
 
2. Sumber Daya  
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya 
tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi 
implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting 
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untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tampa 
sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja.  
Sumberdaya meliputi empat komponen,yaitu:  
a. Staff yang cukup (jumlah dan mutu);  
b. Informasi yang dibutuhkan;   
c. Authority, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas 
tanggungjawab; dan   
d. Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.  
 
3. Disposisi  
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat 
kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan 
pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi 
tidak efektif.  
 
4. Struktur Birokrasi  
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebiajakan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah 
satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya 
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prosedur operasi yang standar (standart operating procedures atau SOP). 
SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. 
 
2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari 
sumbersumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah 
daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan 
daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari 
besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap 
APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli 
Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. 
Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen 
sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa 
dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga 
sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber 
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian 
penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah (APBD). Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai 
APBD, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan 
indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. 
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Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber 
keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-
undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli 
Daerah. Menurut DR.Machfud Sidik,MSc, tuntutan peningkatan PAD semakin 
besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang 
dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Dalam penggalian dan peningkatan 
pendapatan daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan, hal ini 
dapat disebabkan oleh:  
a. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.  
Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. 
Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini 
mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih 
mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk 
memperoleh tambahan bantuan. 
b. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. 
Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani 
oleh biaya pungut yang besar. 
c. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.  




Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004, “ Pendapatan Asli 
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di 
dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang 
asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah 
dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk 
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.  
Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 6, “ Sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1). Pajak daerah, 2). Retribusi 
daerah, 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4). 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang sah”. 
Menurut Mardiasmo (2002:132), “Pendapatan Asli Daerah adalah 
penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan , dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.  
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah 
daerah dilarang : 
a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 
menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan 
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b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 
menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar 
daerah, dan kegiatan import/eksport. 
 
2.2.1. Klasifikasi Pendapatan Daerah 
2.2.1.1 Pajak Daerah 
Dalam UU Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 6 
disebutkan, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran 
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah 
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah” 
Dari pengertian di atas jelaslah bahwa pajak daerah adalah 
penerimaan daerah dari orang pribadi atau badan yang sifatnya dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa memberi imbalan secara 
langsung, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan daerah.  
Selanjutnya Ahmad yani (2002:45) menyebutkan, “bahwa pajak 
daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi 
salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 
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masyarakat”. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu 
mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  
Sedangkan menurut Erly Suandi (2002:41), pajak daerah adalah pajak 
yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah diatur dalam 
Undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan ke APBD.  
Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: 
1. Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan 
kebijaksanaan pemerintah pusat 
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya 
3. Biaya administrasi harus rendah 
4. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan-
peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.  
 
2.2.1.2 Retribusi Daerah 
Retribusi daerah yang merupakan variabel dependen dalam penelitian 
ini merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang sudah dibahas 
dalam terminologi retribusi daerah.  
 
2.2.1.3 Hasil Pengelolaan Daerah Yang Sah 
Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan 
milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial 
untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan 
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pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk 
anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan 
daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank 
Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis 
kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai 
sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong 
pembangunan ekonomi daerah. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, 
bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber 
yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan daerah yang 
sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan 
daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik 
perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah 
yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), 
Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan 
bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai 
sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong 
pembangunan ekonomi daerah.  
Jenis perusahaan daerah jika dilihat dari struktur modalnya terdiri dari: 
1. Perusahaan daerah yang seluruh modalnya terdiri dari kekayaan 
daerah yang dipisahkan, yaitu: 
a. Untuk dana pembangunan daerah 
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b. Untuk anggaran belanja daerah 
c. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, dan 
sumbangan dana pensiun. 
2. Perusahaan daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan 
daerah yang dipisahkan yaitu: 
a. Untuk dana pengembangan 
b. Untuk angaran belanja daerah 
c. Selebihnya untuk cadangan umum dan untuk pemegang saham.  
d. Lain-lain PAD yang sah 
Hasil usaha daerah yang lain yang sah adalah PAD yang tidak termasuk 
pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan 
ini terdiri dari: 
a. Penjualan aset daerah 
b. Jasa giro 
 
2.3 Konsep Retribusi Daerah 
Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah 
satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, 
untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut 
Ahmad Yani (2002:55) “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang 
dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan 
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jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang 
telah ditetapkan dan sesuai denganaspirasi masyarakat”. 
Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi 
Daerah. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  
1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-
undang dan peraturan daerah yang berkenaan.  
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.  
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas 
jasa) secara langsung dari pemerinatah daerah atas pembayaran yang 
dilakukannya.  
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.  
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, 
yaitu yang tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.  
Nasrun, merumuskan pengertian retribusi daerah sebagai berikut:  
 
“ Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik 
daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan 
oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Riwu Kaho, 
2003:171)”.  
Soeparmoko (1997;94) mengatakan bahwa:  
 
“ Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah 
dimana kita dapat melihat adanya hubungan antar balas jasa langsung 




Menurut Marihot Siahaan (2005;5), retribusi adalah:  
 
“ Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara 
karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi 
penduduknya secara perorangan”. 
 
Jasa tersebut dapat dikatan bersifat langsung, yaitu hanya membayar 
retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Hal berarti hak mendapat 
jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang yang 
mengingkan jasa tersebut.  
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini 
penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, 
retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah, pasal 1 angka 26, retribusi daerah adalah:  
“ pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”(UU No. 34/2000). 
 
Dalam hal ini, retribusi daerah tidak mencari keuntungan atas hasil 
tersebut. Karena yang terpenting dari hasil retribusi adalah untuk 
pemeliharaan atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, 
disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasapelayanan dapat 
ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkinsesuai dengan 
perkembangan masyarakat serta peradaban zaman. 
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Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi daerah yang berlaku pada 
suatu waktu ditetapkan untuk mencapai maksud diatas, yang wajar dan 
sesuai dengan imbalan yang diharapkan dapat mereka peroleh karena 
memakai jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.  
 
2.4 Objek dan Golongan Retribusi  
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan 
bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh 
pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah 
dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentuyang merupakan 
pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi.  
Jasa retribusi daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan,yaitu:  
1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta.   
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, 
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penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.  
Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:  
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;  
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan:  
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil;  
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;  
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;  
f. Retribusi Pelayanan Pasar;  
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;  
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;  
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan  
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.  
2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:  
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;  
c. Retribusi Tempat Pelelangan;  
d. Retribusi Terminal;  
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;  
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f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa;  
g. Retribusi Penyedotan Kakus;  
h. Retribusi Rumah Potong Hewan;  
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;  
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;  
k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;  
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan  
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.  
3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:  
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;  
c. Retribusi Izin Gangguan; dan  
d. Retribusi trayek.  
Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umun, retribusi jasa usaha, dan 
retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah 
berdasarkan criteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan 
jasa usahadengan peraturan pemeritah dimaksudkan agar tercipta ketertiban 
dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi 
masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang 
bersangkutan. Adapun penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu 
dengan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun 
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merupakan kewenangan pemerintah daerah tetap memerlukan koordinasi 
dengan instansi-instansi teknis terkait. 
2.5 Konsep Retribusi Pasar  
Dari beberapa pendapatan asli daerah, retribusi merupakan salah satu 
pendapatan terpenting di samping pajak. Salah satu retribusi daerah yang 
mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah adalah retribusi 
pasar. Menurut Poerwadarminta (2001 : 953) yang dimaksud dengan retribusi 
adalah pungutan berupa uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.  
Sedangkan pengertian dari pasar merupakan suatu unit usaha yang 
mempunyai peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke 
konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian, pasar dapat 
dikatakan sebgai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat dan 
berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, 
dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskanbahwa 
pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi 
pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang 
dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah (Sugianto, 2008 : 46) 
Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:  
“Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang 
disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli 
barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas 
pelataran,bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan 




Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, adalah: 
 
“Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa 
pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus 
disediakan untuk pedagang”(Perda No. 3 Tahun 2001). 
 
Menurut Kesit Bambang, (2005:135) pengertian Retribusi Pasar 
adalah :  
 
“Retribusi atas fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa 
pelataran atau los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus 
disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan 
daerah pasar”. 
 
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu 
jenis Retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimamfaatkan oleh 
masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 
yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau 
sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang 
khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan 
Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola 
oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan 
umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat 
pemadam kebakaran. 
Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi 
atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi 
pasar meliputi:  
1. Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, front Toko, dan 
Pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.  
49 
 
2. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan 
barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.  
3. Keramaian pasar.  
Biaya balik nama pemakai. 
Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria 
sebagai berikut:  
1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 
usaha atau retribusi perizinan tertentu.  
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi.  
3. Jasa tersebut memberikan mamfaat khusus bagi orang pribadi atau 
badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk 
melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.  
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.  
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang 
pelaksanaannya.  
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.  
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 
dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik. (Suandy, 2002:269 
dalam Maryani skripsi,2004:35).  
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Dengan demikian retribusi jasa umum merupakanpelayanan yang 
disediakan atau diberikan Pemerintah Daerahuntuk tujuan kepentingan 
umum. Dalam pelaksanaan pemungutanretribusi pasar sering mengalami 
hambatan, hal ini disebabkankurangnya kesadaran para pedagang 
membayar retribusi terutamadipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila 
pasar ramai, makakeuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran 
untukmembayar retribusi lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebutdapat 
dijelaskan antara lain: 
a. Wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk 
berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar 
daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m,  
b. Obyek retribusi adalah pemakainan tempat-tempat berjualan, 
sedangkan subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat 
untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di 
pasar daerah, 
c. Penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan. 
Apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan 
daerah, maka pengenaan tarif retribusi perlu di evaluasi agar besar 
kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi,  
d. Retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa 
kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan, 
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e. Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar 
retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang 
dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi, 
f. Perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi 
pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi 





















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
 
Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian 
yang bertujuan menggambarkan lebih dalam tentang lokasi penelitian, seperti 
yang akan dibahas berikut ini.   
 
 
3.1. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Luwu  
3.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah 
Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang berada dalam 
wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah Kabupaten Luwu 
terbagi dua wilayah akibat pemekaran Kota Palopo yaitu Kabupaten Luwu 
Bagian Selatan yang terletak di sebelah selatan Kota Palopo dan wilayah 
Kabupaten Luwu Bagian Utara yang terletak di sebelah utara Kota Palopo. 
Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah sekitar 3.000,25 Km2atau 
3.000.250Ha dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 335.828 jiwa 
pada tahun 2011, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya 
bergerak pada sektor pertanian dan perikanan. Secara umum karasteristik 
bentang alam Kabupaten Luwu terdiri atas kawasan pesisir/pantai dan 
daratan hingga daerah pegunungan yang berbukit hingga terjal, dimana 
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berbatasan langsung dengan perairan Teluk Bone dengan panjang garis 
pantai sekitar 116,161 Km (RTRW Kabupaten Luwu).  
Ditinjaudari segi geografis, Kabupaten Luwu terletak di bagian utara 
Provinsi Sulawesi Selatan, dimana posisi Kabupaten Luwu terletak 2º.34’.45”-
3º.30’.30” LS dan 120º.21’.15”-121º.43’.11” BT.  
Secara administratif, Kabupaten Luwu memiliki batas sebagai berikut: 
a) Sebelah Utara :Kabupaten LuwuUtara dan Kota Palopo 
b) Sebelah Timur :Teluk Bone 
c) Sebelah Selatan : Kota Polopo dan Kabupaten Wajo 
d) Sebelah Barat :Kabupaten Tanah Toraja,  
Kabupaten Toraja Utara,  
Kabupaten Enrekangdan  
Kabupaten Sidrap 
 
Secara administratif wilayah tersebut terdiri dari 21 kecamatan yang 
terbagi dalam 192 desa/kelurahandimana Ibukota Kabupaten adalah Kota 
Belopa (terdiri dari Kecamatan Belopa dan Kecamatan Belopa Utara). 
Kecamatan Latimojongmerupakan kecamatan yang terluas jika dibandingkan 
dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Luwu dengan luas 467,75 Km2 atau 
15,59%. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas yang paling kecil 
adalah Kecamatan Lamasi dengan luas 42,2 Km2 atau 1,41 %.  
Perbandingan luas wilayah dan banyaknya kecamatan di Kabupaten Luwu, 




Luas Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan 
Tiap Kecamatan Kabupaten  Luwu   




1 Larompong 225,25 7,51 10 
2 Larompong Selatan 131,00 4,37 9 
3 Suli 81,75 2,72 11 
4 Suli Barat 153,50 5,12 5 
5 Belopa 59,26 1,98 9 
6 Kamanre 52,44 1,75 6 
7 Belopa Utara 34,73 1,16 7 
8 Bajo 68,52 2,28 9 
9 Bajo Barat 66,30 2,21 7 
10 Bassesang Tempe 301,00 10,03 23 
11 Latimojong 467,75 15,59 10 
12 Bupon 182,67 6,09 9 
13 Ponrang 107,09 3,57 9 
14 Ponrang Selatan 99,98 3,33 9 
15 Bua 204,01 6,80 13 
16 Walenrang 94,60 3,15 8 
17 WalenrangTimur 63,65 2,12 8 
18 Lamasi 42,20 1,41 9 
19 Walenrang Utara 259,77 8,66 9 
20 Walenrang Barat 247,13 8,24 5 
21 LamasiTimur 57,65 1,92 7 
Jumlah  3.000,25 100 192 




Sedangkan dari aspek fisik dasar wilayah Kabupaten Luwu meliputi 
kondisi topografi atau kemiringan lereng, aspek klimatologi atau kondisi iklim 
dan curah hujan, dan aspek penggunaan lahan.  
3.1.1.1. Aspek Topografis  
Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu memiliki tingkat kemiringan 
diatas 40% dengan luas wilayah sekitar 197.690,77 Ha atau 65,89% dari luas 
wilayah Kabupaten Luwu, sedangkan wilayah dengan kemiringan 0 - 8% 
dengan luas 42.094,88 Ha atau 14,03%, kemiringan 8 - 15% memiliki luas 
29.696,28 Ha atau 9,90%, kemiringan 15 - 25% memiliki luas 8.245,50 Ha 
atau 2,75% dan 25 - 40% memiliki luas 22.297,60 Ha atau 7,43%. Secara 
umum, Kabupaten Luwu berada pada ketinggian berkisar antara 0 – 2000 
mdpl. 
3.1.1.2. Aspek Klimatologi (Iklim dan Cuaca) 
Secara umum, keadaan cuaca di Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh 
dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Luwu 
memiliki keadaan iklim tipe B1, dengan suhu rata-rata 29° - 31°C yang 
merupakan tipe umum di daerah tropis. Sedangkan jika ditinjau dari intensitas 
hujan, maka curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Juli dengan nilai 756 
mm di Belopa dan intensitas terendah terjadi pada bulan Oktober di 
Kecamatan Bua dengan intensitas 6 mm, sementara itu, intensitas hujan 
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tinggi yang merata tiap bulannya di Kecamatan Bessesang Tempe dengan 
rata rata 499 mm.  
 
3.1.1.3. Aspek Penggunaan Lahan 
Pola pemanfaatan lahan dan potensi lahan dalam suatu wilayah akan 
sangat mempengaruhi pola kegiatan masyarakat. Terkhusus di Kabupaten 
Luwu yang memiliki pola pemanfaatan lahan yang beraneka ragam karena 
terdiri dari daratan dan lautan. Secar umum, pola penggunaan lahan di 
kabupaten luwu terdiri dari hutan, permukiman, tegalan atau kebun, 
perkebunan, sawah, semak, tambak, dan ladang. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 
Tabel 3.2 
Pola Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Luwu Tahun 2009 
No  Jenis Penggunanaan Lahan  Luas (Ha)  Persentase (%)  
1  Hutan  111.953,5  38,03  
2  Permukiman  4792,9  1,63  
3  Tegalan/kebun  46.675,9  15,86  
4  Perkebunan  75.810,6  25,75  
5  Sawah  4.692,5  1,59  
6  Semak  21.458,8  7,29  
7  Tambak  22.944,2  7,79  
8  Ladang  6.057,6  2,06  





3.1.2. Demografi  
3.1.2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk 
Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu selama lima 
tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana berdasarkan data dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu diketahui bahwa rata-rata 
pertambahan penduduk dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2007-2011 
sebanyak 3.918 jiwa per-tahun. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 
2007–2011 mengalami peningkatan sebesar 1,04 persen, dengan jumlah 
penduduk pada tahun sebelumnya sebesar 335.828 jiwa. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 
Tabel 3.3. 







1  2007  320.205  -  -  
2  2008  324.229  4024  1.013  
3  2009  328.180  3951  1.012  
4  2010  332.428  4248  1.013  
5  2011  335.828  3400  1.010  
Sumber: Kabupaten Luwu dalam angka 2012 
Secara umum, jumlah penduduk terbesar pada tahun 2011 terdapat di 
Kecamatan Bua sebanyak 31,266 Jiwa sedangkan penduduk jumlah 
penduduk terendah terdapat di Kecamatan Latimojong sebesar 5,512 Jiwa, 





Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Dirinci Per 
KecamatanTahun 2008 – 2011 
No Kecamatan 
Tahun 
2008 2009 2010 2011 
1  Larompong 18,381  18,454  18,834  19,024  
2  Larompong Selatan  16,267  15,623  15,800  15,959  
3  Suli 19,115  18,420  18,479  18,665  
4  Suli Barat  8,403  1,457  8,491  8,577  
5  Belopa 10,850  14,707  14,812  14,961  
6  Kamanre 13,356  11,123  11,238  11,351  
7  Belopa Utara  11,634  14,410  14,545  14,691  
8  Bajo 11,554  13,849  14,238  14,381  
9  Bajo Barat  7,651  8,976  9,324  9,418  
10  Bassesangtempe 15,265  13,908  14,115  14,257  
11 Latimojong 667  5,358  5,457  5,512  
12 Bupon 16,113  14,377  14,451  14,596  
13 Ponrang 22,683  25,866  26,114  26,377  
14 Ponrang Selatan  20,774  23,664  23,744  23,983  
15 Bua 27,533  30,288  30,955  31,266  
16 Walenrang 19,220  17,283  17,433  17,608  
17 WalenrangTimur 17,783  15,183  15,281  15,435  
18 Lamasi 19,659  19,955  20,364  20,569  
19 Walenrang Utara  18,528  17,331  17,744  17,923  
20 Walenrang Barat  10,130  8,834  8,897  8,987  
21 LamasiTimur 12,653  12,114  12,166  12,288  
Jumlah 318,219  321,180  332,482  335,828  
Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2012 
 
3.1.2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk 
Jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya tersebar tidak 
merata di berbagai kecamatan di Kabupaten Luwu. Tahun 2011 jumlah 
penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu sebesar 9,31 persen 
dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Latimojong sekitar 1,64 
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persen penduduk. Sementara jika dilihat dari kepadatan penduduk per km2, 
Kecamatan Lamasi merupakan daerah terpadat yaitu 487,42 penduduk per 
kilo meter persegi (km2) dengan luas wilayah hanya 1,4 persen dari luas 
kabupaten Luwu, sementara yang paling rendah kepadatannya terdapat di 
kecamatan Latimojong yaitu hanya 11,78 penduduk per kilometer persegi 
(km2) dengan luas wilayah 15,6 persen dari luas kabupaten Luwu. Untuk 



















Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk 








1  Larompong  225.25 19,024 84.96 
2  Larompong Selatan  131.00 15,959 121.82 
3  Suli  81.75 18,665 228.32 
4  Suli Barat  153.50 8,577 55.88 
5  Belopa  59.26 14,961 252.46 
6  Kamanre  52.44 11,351 216.46 
7  Belopa Utara  34.73 14,691 423.01 
8  Bajo  68.52 14,381 209.88 
9  Bajo Barat  66.30 9,418 142.05 
10  Bassesangtempe  301.00 14,257 47.37 
11 Latimojong  467.75 5,512 11.78 
12 Bupon  182.67 14,596 79.90 
13 Ponrang  107.09 26,377 246.31 
14 Pontang Selatan  99.98 23,983 239.88 
15 Bua  204.01 31,266 153.26 
16 Walenrang  94.60 17,608 186.13 
17 Walenrang Timur  63.65 15,435 242.50 
18 Lamasi  42.20 20,569 487.42 
19 Walenrang Utara  259.77 17,923 69.00 
20 Walenrang Barat  247.13 8,987 36.37 
21 Lamasi Timur  57.65 12,288 213.15 
Jumlah 3000.25 335,828 111.93 














 Bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang meliputi 
pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar, target dan realisasi dari 
retribusi jasa pelayanan pasar Kabupaten Luwu,  dan faktor – faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di 
KabupatenLuwu dengan  urutan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten 
Luwu dengan indikator : 
a. Aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi 
pasar di KabupatenLuwu 
b. Fasilitas yang dibutuhkan dalam  pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar di KabupatenLuwu 
c. Besarnya tariff retribusi pasar di KabupatenLuwu 
 






3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Retribusi 
Pasar Di Kabupaten Luwu, yaitu : 
a. Komunikasi  
b. Sumber daya 
c. Disposisi (Sikap Birokrasi dan pelaksana) 
d. Struktur Birokrasi 
 
4.1. Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten 
Luwu 
Implementasi merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh 
terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-
persoalan publik. Selain itu juga merupakan suatu kegiatan dari proses 
penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan 
menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan.  
Pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu, harus 
sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah 
dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar, alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang 
serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar. Hal tersebut perlu diketahui agar pelaksanaan kebijakan 
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retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan target yang telah ditentukan 
dapat terealisasi.  
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan hasil wawancara 
yang tentunya terkait dengan rumusan masalah yang pertama yaitu 
Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu, 
antara lain :   
 
4.1.1. Aparat Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi 
Pasar di Kabupaten Luwu 
Implementer (pelaksana) mempunyai peranan penting dalam 
pelaksanaan suatu kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar karena tanpa implementer maka kebijakan ini tidak dapat 
terlaksana. Oleh karena itu, perlu diketahui siapa-siapa yang menjadi aktor 
pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten 
Luwu.  
Berkenaan dengan siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 
retribusi pasar di Kabupaten Luwu, hasil wawancara dengan beberapa 
informan salah satu diantaranya adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan 
Daerah (DKPD) Kabupaten Luwu, Bapak Moh.Arsal Arsyad, S.STP, M.Si 
yang merupakan salah satu aktor pelaksana kebijakan Retribusi Pasar di 




“Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu, 
merupakan pelaksana dari kebijakan ini serta pengelola pasar itu 
sendiri yang dibagi dalam empat wilayah yang masing –masing 
memiliki struktur tersendiri namun tetap mengacu pada juknis yang 
telah diberikan agar berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan.” 
(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2015) 
 
Dari wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut 
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu, yang 
terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retrribusi pasar di Pasar di Kabupaten 
Luwu adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)  dan pengelola 
Pasar yang dengan struktur organisasi tersendiri yang terbagi dalam empat 
wilayah, yaitu UPTD Pengelola Pasar Wilayah I, UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah II, UPTD Pengelola Pasar Wilayah III, UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah IV.   
Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan selanjutnya, 
yaitu Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten 
Luwu, Bapak Rahimullah, SE sehubungan dengan siapa yang terlibat di 
dalam pelaksanaan kebijakan  retribusi pasar di Kabupaten Luwu, :  
“Yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar ini adalah 
dari pihak DPKD Kabupaten Luwu dan Pengelola Pasar yang terdiri 
dari Kepala Pasar, Bendahara, Staf, dan Kolektor penagih yang telah 
di SK kan oleh Bupati Kabupaten Luwu. Merekalah yang akan terjung 
lansung ke lapangan sebagai bentuk tanggung jawab dan 
pengawasan terhadap jalannya retribusi pasar tersebut.” 
(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2015) 
 
Hal yang sama diungkapkan Kepala Pasar Padang Sappa Bapak Adri 
yang mengatakan bahwa : 
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“Dalam pengelolaan pasar, khususnya Pasar Padang Sappa, kami 
diberikan mandat dari bapak Bupati Kabupaten Luwu, untuk mengelola 
pasar sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku dan hasilnya 
akan kami laporkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
(DPKD) untuk ditindaklanjuti.” 
(Wawancara, Tanggal 21 Januari 2015) 
 
 
Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, penulis 
dapat menyimpulkan bahwa yang terlibat di dalam Pelaksanaan Pemungutan 
Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu, yaitu :  
a. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu dalam 
hal ini sebagai koordinator pelaksanaan pemungutan retribusi 
pelayanan pasar di Kabupaten Luwu. 
b. Pengelola Pasar yang terdiri dari empat (4) wilayah yang masing – 
masing wilayah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pengelola Pasar 
yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan retribusi pelayanan pasar 
yang ada di wilayah masing – masing.  Adapun UPTD Pengelola 
Pasar yang dimaksud  yaitu :  
1. Kepala UPTD Pengelola Pasar Wilayah I 
a. Pasar Cilallang 
b. Pasar Belopa 
c. Pasar Bajo 
2. UPTD Pengelola Pasar Wilayah II 
a. Pasar Suli 
b. Pasar Larompong 
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c. Pasar Lindajang 
d. Pasar Dadeko’ 
3. UPTD Pengelola Pasar Wilayah III 
a. Pasar Bua 
b. Pasar Padang Sappa 
c. Pasar Noling 
4. UPTD Pengelola Pasar Wilayah IV 
a. Pasar Lamasi’ 
b. Pasar To’lemo 
c. Pasar Batusitanduk 
d. Pasar Karetan  
 
 
4.1.2. Fasilitas Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan KebijakanRetribusi 
Pasar Di Kabupaten Luwu 
Fasilitas yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah fasilitas 
yang disediakan oleh pemerintah untuk para pelaksana di dalam 
melaksanakan tugasnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui ada 
atau tidaknya fasilitas yang di butuhkan oleh para pelaksana di dalam 
pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu. 
Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi PAD Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Bapak Ahmad Abdul Razak, SE,MM yang 
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mengatakan sehubungan dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh para 
pelaksana di dalam pemungutan retribusi pasar ini : 
“Adapun fasilitas yang dibutuhkan dalam pemungutan retribusi pasar 
hanya karcis yang di serahkan kepada pedagang dan merupakan bukti 
pembayaran retribusi. Karcis itulah nantinya yang akan menjadi bukti 
bahwa para pedagang diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku”. (Wawancara, Tanggal 12 Januari 2015) 
 
Hal serupa diungkapkan oleh Kepala Pasar Batusitanduk Kabupaten 
Luwu, Bapak Bakri  
“Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu 
khususnya Pasar Batusitanduk memiliki fasilitas berupa karcis retribusi 
yang berasal dari kabupaten yang kemudian dibagikan kepada para 
pedagang, sehingga pedagang wajib membayar retribusi saat itu juga”. 
(Wawancara, Tanggal 9 Februari 2015) 
 
Sedangkan menurut salah satu pedagang yang berada di Pasar 
Batusitanduk yang bersedia menjadi informan kami yakni Ibu Hj. Hasna, 
pedagang alat-alat dapur  menuturkan bahwa :  
“kami senantiasa diberikan karcis untuk membayar biaya retribusi dan 
itu diberikan pada hari pasar melalui penagih retribusi”. (Wawancara, 
Tanggal 10 Februari 2015). 
 
Dengan demikian fasilitas yang ada dalam pelaksanaan kebijakan 
retribusi pasar di Kabupaten Luwu sudah ditentukan oleh pemerintah 
pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu berupa karcis yang dibagikan 
kepada para pedagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga 
pedagang wajib membayar retribusi kepada daerah sebagai bentuk kontribusi 




4.1.3. Besarnya tarif retribusi pasar di Kabupaten Luwu 
Mengenai besar tarif yang dibebankan terhadap wajib retribusi pasar 
disesuaikan dengan jenis fasilitasnya yang terdiri dari Kios, losd, tendanisasi, 
pedagang kaki lima (bakulan, hamparan), dan lain sebagainya sudah diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Jasa Umum, disebutkan pada Bagian Keenam Retribusi Pelayanan 
Pasar Pasal 27 ayat (1) bahwa “struktur besarnya tarif retribusi pelayanan 
pasar berdasarkan surat penunjukan tempat usaha (SPTU) bagi orang 
pribadi atau badan usaha perdagangan yang berada dalam kawasan pasar 
tradisional ditetapkan sebagai berikut :  
a. Kios tidak bertingkat sebesar Rp. 150.000,- 
b. Kios bertingkat sebesar Rp. 200.000,- 
c. Los sebesar Rp. 75.000,- 
d. Toko tidak bertingkat sebesar Rp. 250.000,- 
e. Toko bertingkat sebesar Rp. 300.000,- 
f. Tendanisasi sebesar Rp. 75.000,- 
Sedangkan ayat (4) disebutkan bahwa “besarnya tarif retribusi 
pelayanan pasar bagi orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha 
pada toko milik pemerintah kabupaten ditetapkan sebagai berikut :  
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a. Bangunan toko, kios, losd (di atas tanah HGB pengelolaan Pemerintah 
Daerah dan Hak Pakai ) sebesar 1,5 % dari Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) pertahun; 
b. Kios sebesar Rp.100.000,- / bulan 
c. Los sebesar Rp. 45.000,- / bulan 
d. Tendanisasi (meja, gerobak) sebesar Rp. 5.000,-/meter/hari pasar 
e. Pedagang kaki lima (bakulan, hamparan) di dalam maupun diluar 
kawasan pasar dan pasar tradisional sebesar Rp. 3.000,-/hari pasar 
f. Retribusi keramaian pasar Rp. 1.000,- 
Berkenaan dengan tarif retribusi pasar di Kabupaten Luwu, hasil 
wawancara dengan Kepala Pasar Padang Sappa Bapak Adri, mengatakan 
bahwa : 
“Sebenarnya tarifnya itu sudah cukup dan tidak memberatkan 
pedagang, dan tidak ada alasan para pedagang untuk tidak membayar 
retribusi, karena jumlahnya relatif kecil dan hasilnya untuk kepentingan 
bersama.”(Wawancara, Tanggal 21 Januari 2015) 
 
 Hasil wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Belopa 
Kabupaten Luwu yaitu Bapak H. Syamsul, pedagang pakaian menyatakan 
hal yang sama bahwa:  
“Retribusi yang ditarik sudah sangat murah dan sesuai dengan fasilitas 
yang didapat”.(Wawancara, Tanggal 27 Januari  2015) 
Hal serupa juga disampaikan pedagang kain yang berada di Pasar 
Batusitanduk yaitu Ibu Hj. Ratnawati : 
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“pemungutan retribusi pasar di Pasar Batusitanduk sudah cukup 
sehingga tidak memberatkan kami para pedagang untuk membayar 
retribusi tersebut karena disamping murah, fasilitas yang saya 
dapatkan juga sudah cukup dan nyaman untuk melayani pembeli.” 
(Wawancara, Tanggal  10 Februari 2015) 
 
Namun, pendapat berbeda dilontarkan oleh salah seorang informan 
kami yang menjual sayur – sayuran di Pasar Belopa yaitu Ibu Rosnah :  
“retribusi sebaiknya tidak perlu dipungut dari pedagang emperan 
karena berapaji penghasilannya, lagian kita ini tidak menetap tempat 
jualannya”.(Wawancara, Tanggal 27 Januari 2015) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi penulis, maka 
penulis dapat menyimpulkan bahwa tarif retribusi sudah sangat murah dan 
tidak memberatkan pedagang dan pemungutan retribusi di Kabupaten Luwu 
sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.  Untuk itu baik pengelola maupun 
aparat yang terlibat tetap harus meningkatkan pengawasan dalam 
pemungutan retribusi pasar.   
 
4.1.4. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan 
dalam pelaksanaan Kebijakan Retribusi pasar di Kabupaten 
Luwu.  
Dalam pelaksanaan pemunguta retribusi pasar tersebut bukan berarti 
dapat berjalan dengan lancer, ada banyak hambatan dan kendala yang bias 
saja terjadi sehingga menimbulkan pemungutan retribusi pasar tidak sesuai 
dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam 
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penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam 
pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu.   
Untuk mengumpulkan uang dari sektor retribusi tersebut tentu bukan 
suatu pekerjaan yang mudah, sehingga diperlukan suatu kesadaran yang 
tinggi baik oleh para pedagang dalam melaksanakan kewajibannya dengan 
didukung oleh aparatur yang tangguh serta sistem administrasi yang 
memadai disamping juga adanya piranti hukum yang memberikan rasa 
keadilan serta kepastian hukum.  
Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan oleh para 
pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini, hasil 
wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi PAD Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah Bapak Ahmad Abdul Razak, SE,MM menyatakan bahwa:  
“kami menemukan kendala seperti kurangnya kesadaran para 
pedagang untuk membayar retribusi sehingga itulah yang menjadi 
hambatan kami dalam mencapai target retribusi jasa pelayanan pasar 
(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2015) 
 
Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa 
kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini adalah banyaknya 
pedagang yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar retribusi. Untuk 
mengatasi hal tersebut, menurut informan maka perlu dilakukan tindakan 





4.2. Target  Retribusi Jasa Pelayanan Pasar Kabupaten Luwu 
Implementasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar.untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan baik 
atau tidak serta kinerja aparat pelaksana dapat dilihat dengan tercapainya 
target yang telah ditetapkan sebelumnnya.  
Berikut daftar target dan realisasi retribusi dari sektor jasa pelayanan 


















Tabel 4.1.  
Target dan Realisasi Retribusi Jasa Pelayanan Pasar  
Tahun 2013 di Kabupaten Luwu 
(Berdasarkan UPTD Pengelola Pasar Wilayah I,II,III, dan IV)  
 







1 UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah I :  
 
1. Pasar Cilallang 
2. Pasar Belopa 























2 UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah II :  
 
1. Pasar Suli 
2. Pasar Larompong 
3. Pasar Lindajang 


























3 UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah III :  
 
1. Pasar Bua 
2. Pasar Padang Sappa 























4 UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah IV :  
 
1. Pasar Lamasi 
2. Pasar To’lemo 
3. Pasar Batusitanduk 































Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 realisasi 
retribusi pasar di Kabupaten Luwu tidak ada yang pernah memenuhi target 
yang telah ditetapkan sebelumnya.   
Secara keseluruhan, pada Tahun 2013 UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah I mampu memberi kontribusi sebesar 86,31 % dari target yang telah 
ditetapkan dimana Pasar Belopa merupakan pasar terbesar dan paling ramai 
di Kabupaten Luwu yang memberikan kontribusi terbesar untuk Wilayah I.  
Namun, realisasinya hanya sekitar 88,68 % dari target yang telah ditetapkan 
sehingga masih jauh dari target yang telah ditentukan.    
Sedangkan untuk UPTD Pengelola Pasar Wilayah II memberi 
kontribusi sebesar 91,60 % selama tahun 2013.  Jumlah pasar yang ada di 
wilayah tersebut merupakan salah satu faktor yang mendukung sehingga 
mampu memberikan kontribusi diatas 90%.  Dimana Pasar Suli memberikan 
kontribusi hampir 95 % dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 
93,03 % selama tahun 2013.   
UPTD Pengelola Pasar Wilayah III dapat memberikan kontribusi ke 
daerah sebesar 87,85 % selama tahun 2013.  Pasar Padang Sappa 
merupakan salah satu pasar terbesar dan pasar yang paling ramai dikunjungi 
yang ada di Kabupaten Luwu yang hanya mampu memberikan kontribusi 
sebesar 93,93 % dari total target yang telah ditetapkan.  Namun, bila 
dibandingkan dengan pasar yang lain yang ada di Wilayah I, Wilayah II, 
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maupun Wilayah III tersebut, Pasar Padang Sappa, adalah pasar yang 
memberikan banyak kontribusi retribusi pasar yang ada di Kabupaten Luwu.   
Sedangkan untuk UPTD Pengelola Pasar Wilayah IV hanya mampu 
memberikan kontribusi sebesar 93,11 % dari target yang ditetapkan selama 
Tahun 2013.  Pencapaian tersebut adalah yang terbesar di Kabupaten Luwu 
bila dibandingkan dengan UPTD Pengelola Pasar Wilayah I, Wilayah II, dan 
Wilayah III.  Ada dua pasar yang mampu memberikan kontribusi diatas 90 %, 
yaitu Pasar Lamasi sebanyak 94,58 % dan Pasar Batusitanduk sebanyak 
96,63 %.   
Dengan demikian, pada Tahun 2013 target retribusi pelayanan pasar 
di Kabupaten Luwu tidak ada yang mencapai target yang telah ditetapkan, 
namun realisasi dari target tersebut cukup tinggi dimana mampu mencapai di 
atas 80% dari target yang telah ditetapkan.  Untuk lebih jelasnya 











Tabel 4.2.  
Target dan Realisasi Jumlah Retribusi Jasa Pelayanan Pasar 
Tahun 2013 di Kabupaten Luwu 
(Per Wilayah UPTD Pengelola Pasar) 
 







1 UPTD Pengelola 
Pasar Wilayah I  
Rp. 393.840.000 Rp. 339.948.000 86,31 % 
2 UPTD Pengelola 
Pasar Wilayah II  
Rp. 247.584.000 Rp. 226.810.785 91,60 % 
3 UPTD Pengelola 
Pasar Wilayah III  
Rp. 272.064.000 Rp. 239.022.000 87,85 % 
4 UPTD Pengelola 
Pasar Wilayah IV  
Rp. 410.424.000 Rp. 382.166.000 93,11 % 
JUMLAH Rp. 1.323.912.000 Rp. 1.187.946.785 89,73 % 
Sumber : Data Sekunder Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) 
Kabupaten Luwu 
 
Pencapaian target retribusi jasa pelayanan pasar di Kabupaten Luwu 
pada Tahun 2013 hanya 89,73 %.  Artinya, target yang tidak tercapai ada 
sekitar 10,27 % dari target yang sudah ditetapkan.  UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah IV memberikan kontribusi terbesar selama Tahun 2013 yang 
mencapai 93,73 %, kemudian disusul UPTD Pengelola Pasar Wilayah II 
sebanyak 91,60 %, kemudian UPTD Pengelola Pasar WilayahIII sebanyak 
87,11 % dan terakhir UPTD Pengelola Pasar Wilayah I sebanyak 86,31 %.   
Sedangkan pada Tahun 2014, target dan realisasi  jasa pelayanan 
pasar di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut. 
77 
 
Tabel 4.3.  
Target dan Realisasi Retribusi Jasa Pelayanan Pasar  
Tahun 2014 di Kabupaten Luwu 
(Berdasarkan UPTD Pengelola Pasar Wilayah I,II,III, dan IV)  
 







1 UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah I :  
 
1. Pasar Cilallang 
2. Pasar Belopa 























2 UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah II :  
 
1. Pasar Suli 
2. Pasar Larompong 
3. Pasar Lindajang 


























3 UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah III :  
 
1. Pasar Bua 
2. Pasar Padang Sappa 























4 UPTD Pengelola Pasar 
Wilayah IV :  
 
1. Pasar Lamasi 
2. Pasar To’lemo 
3. Pasar Batusitanduk 































Berdasarkan tabel di atas, dilihat bahwa pada Tahun 2014, target 
retribusi dari jasa pelayanan pasar di Kabupaten Luwu masih belum 
memenuhi target yang telah ditetapkan, walaupun ada peningkatan dan 
penurunan target dari tahun 2013, akan tetapi realisasi pemenuhan target 
belum bisa tercapai.  Namun bila dibandingkan pada tahun 2013, realisasi 
target retribusi jasa pelayanan pasar di Kabupaten Luwu mengalami 
peningkatan yang cukup baik dimana setiap pasar yang ada di masing-
masing wilayah UPTD sebagian besar target sudah mencapai diatas 90 %.   
Bahkan untuk UPTD Pengelola Pasar Wilayah I dimana Pasar Belopa 
hampir mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sekitar 98,74 %, artinya 
masih ada 1,26 % yang tidak tercapai.  Pasar Belopa merupakan salah satu 
pasar yang memiliki target yang cukup tinggi, karena merupakan salah satu 
pasar yang paling ramai dan terbesar di Kabupaten Luwu sehingga 
pemerintah memberikan target penerimaan retribusi jasa pelayanan pasar 
cukup tinggi untuk pasar tersebut.   
Sedangkan untuk UPTD Pengelola Pasar Wilayah II, Pasar Suli 
hampir mencapai target 100 % yaitu sekitar 99,21 %.  Artinya peningkatan 
yang cukup baik pada Tahun 2014 bila dibandingkan dengan Tahun 2013.   
Selanjutnya, untuk Wilayah III, Pasar Bua mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2013 hanya mencapai 76,16 % 
sedangkan pada Tahun 2014 mencapai 89,58 %.  Sedangkan Pasar Padang 
Sappa tetap mengalami peningkatan sekitar 3 %.   
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Untuk Wilayah IV, realisasi cukup baik dimana setiap pasar mampu 
mencapai 99 % dari target yang telah ditetapkan.  Pasar Batusitanduk 
merupakan penyumbang terbesar pada wilayah ini yang mampu 
merealisasikan retribusi sebanyak 98,55 %.   
Dengan demikian, realisasi pencapaian target retribusi jasa pelayanan 
pasar di Kabupaten Luwu meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya.  
Walaupun target yang telah ditetapkan tidak ada yang tercapai, namun 
mengalami peningkatan cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel berikut.  
Tabel 4.4.  
Target dan Realisasi Retribusi Jasa Pelayanan Pasar  
Tahun 2014 di Kabupaten Luwu 
(Berdasarkan UPTD Pengelola Pasar Wilayah I,II,III, dan IV)  
 







1 UPTD Pengelola 








2 UPTD Pengelola 








3 UPTD Pengelola 








4 UPTD Pengelola 








JUMLAH Rp. 1.282.845.000 Rp. 1.223.923.000 95,40 % 




Pencapaian target retribusi jasa pelayanan pasar di Kabupaten Luwu 
pada Tahun 2014 sudah mencapai 95,40 %.  Artinya, target yang tidak 
tercapai ada sekitar 4,60 % dari target yang sudah ditetapkan.  UPTD 
Pengelola Pasar Wilayah IV tetap memberikan kontribusi terbesar selama 
Tahun 2014 yang mencapai 97,93 %.   
Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi PAD Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Bapak Ahmad Abdul Razak, SE,MM 
menyatakan bahwa: 
“target yang sudah ditetapkan akan sulit tercapai manakala jumlah 
target yang ditetapkan itu sangat besar tanpa memperhatikan kondisi 
pasar sebelumnya.  Ini yang harus diperhatikan sebelum menentukan 
target harus mengetahui kondisi pasar sebelumnya, seperti jumlah 
pedagang, ramai atau tidaknya pasar tersebut, dan lain sebagainya.”    
(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2015) 
 
4.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan 
Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu 
Dalam pengimplementasian kebijakan pemungutan retribusi pasar di 
Kabupaten Luwu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam 
implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu 
antara lain: 
 
4.3.1. Komunikasi  
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 
implementasi kebiajakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila 
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para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. 
Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi 
berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan 
implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. 
Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan 
konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para 
implementer kebijakan pemungutan retribusi pasar tersebut akan semakin 
konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam 
wajib retribusi.   
Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan 
variabel komunikasi, yaitu:    
a. Transmisi (Proses Penyampaian Informasi) 
Proses penyampaian informasi yang dimaksud adalah bagaimana 
cara dalam penyampaian informasi daripihak pembuat kebijakan dengan 
pihak pelaksana. Hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik 
akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang 
terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian antara 
pembuat kebijakan dengan implementernya. 
Pemerintah Kabupaten Luwu  yang membuat kebijakan retribusi pasar 
dan juga menyampaikan informasi kebijakan tersebut melalui 2(dua) cara 
yaitu dengan lisan dan tertulis. Informasi berupa lisan yang penulis maksud 
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adalah berupa pertemuan dengan tim dari Pemerintah Kabupaten Luwu 
dengan pejabat serta staf dari pengelola pasar dari setiap wilayah yang ada 
di Kabupaten Luwu.  Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala 
Pasar Padang Sappa Bapak Adri menyatakan bahwa: 
“Penyampaian informasi dilakukan dengan cara memenggil para 
ketua-ketua kelompok pedagang untuk menyampaikan imformasi 
kebijakan itu kemudian dijelaskan mengenai aturan yang ada, target 
yang akan dicapai dan lain sebagainya”.(Wawancara, Tanggal 21 
Januari 2015) 
 
Sedangkan informasi tertulis yang penulis maksud adalah informasi 
yang penyampaiannya melalui tulisan. Melalui tulisan artinya melalui 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi 
Jasa Umum.  Dimana dijelaskan tentang ketentuan umum, obyek dan subyek 
retribusi, golongan retribusi, tarif retribusi dan ketentuan lainnya. Dengan 
peraturan daerah itulah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) 
Kabupaten Luwu bekerja sama dengan beberapa UPTD Pengelola Pasar 
melaksanakan pemungutan retribusi pasar tersebut sebagai bagian dari 
sumber pendapatan daerah.   
 
b. Kejelasan Informasi  
Komunikasi yang diterima oleh pelaksanakebijakan haruslah jelas dan 
tidak membingungkan. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung 
pihak manapun dan menutup adanya kesalapahaman yang berdampak pada 
hasil dari kebijakan tersebut. Informasi tentang pemungutan retribusi pasar 
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yang disampaikan melalui lisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas 
atau tidak.  
Hasil wawancara penulis dengan Kepala Pasar Pasar Padang Sappa 
berhubungan dengan kejelasan informasi yang diterima mengenai 
pemungutan retribusi pasar, menyatakan bahwa:  
“Informasi yang diterima semuanya sudah jelas karena semua itu ada 
drafnya, baik itu jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pedagang 
lods,ruko,PKL,dll.”(Wawancara, Tanggal 21 Januari  2015) 
 
 
Hasil wawancara dengan salah seorang pedagang yang ada di Pasar 
Belopa Bapak H.Syamsul yang menempati ruko, menyatakan bahwa: 
“DPKD Kabupaten Luwu dan pengelola pasar sering memberikan 
informasi – informasi penting terkait dengan masalah pemungutan 
retribusi, melalui forum pedagang, melalui surat edaran, dan lain 
sebagainya” (Wawancara, Tanggal 27 Januari  2015)  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa 
informasi yang diterima dari pembuat kebijakan kepelaksana kebijakan dan 
yang menerima kebijakan tersebut sudah sangat jelas. Karena selain 
penyampain melalui tim juga semua ketentuan untuk pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Luwu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.  
 
4.3.2. Sumber Daya  
Dalam suatu kebijakan bisa saja informasi yang disampaikan sudah 
jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi 
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pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah 
staf yang cukup, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan 
prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi 
pasar pada pasar yang ada di Kabupaten Luwu. Indikator sumber daya terdiri 
dari beberapa elemen, yaitu:  
a. Staf yang cukup  
Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. 
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya 
disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten 
dibidangnya. Dalam hal pemungutan retribusi pasar sangat diperlukan staf 
yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk 
menjalankantugasnya tersebut.  
Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi PAD Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Bapak Ahmad Abdul Razak, SE,MM 
mengenai staf menyatakan bahwa:  
“Staf yang ada sekarang sudah cukup, karena masing – masing  
UPTD Pengelola Pasar sudah memiliki struktur tersendiri dan itulah 
nantinya yang akan mengawasi dan mendampingi pelaksanaan 
kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan.  
Masing – masing UPTD Pengelola Pasar akan memberikan laporan 
kepada DPKD Kabupaten Luwu atas kinerja di lapangan, selain itu 
mereka juga mempunyai staf yang cukup baik untuk diterjunkan ke 
lapangan sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan itu, terutama 
para penagih retribusi ”.(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2015) 
 
Sedangkan menurut salah satu pedagang yang ada di Pasar Belopa 
mengatakan bahwa :  
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“petugas yang datang untuk menagih sudah cukup baik karena 
mereka datang sangat bersahabat sekali, sehingga kami tidak merasa 
takut akan ada tagihan untuk retribusi itu”. (Wawancara, Tanggal 27 
Januari 2015) 
Dengan demikian staf yang ada dalam pelaksanaan kebijakan ini 
sudah cukup baik karena peranan staf yang begitu besar dan bisa diterima 
dengan baik oleh para pedagang sehingga tidak menemui hambatan dalam 
pelaksanaan kebijakan ini untuk kepentingan bersama.  
b. Informasi yang dibutuhkan  
Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksaan kebijakan, 
ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan 
kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai bagaimana 
melaksanakan atau menjalankan sebuah kebijakan. Informasi-informasi 
mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pasar 
sudah sangat jelas didalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 
Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.  
Informasi yang diterima oleh implementer mengenai pelaksanaan 
suatu program harus akurat, mulai dari objek dan subjek retribusi, tarif 
retribusi, sampai pada pelaksanaannya serta ketaatan personil-personil 
dalam menjalankan tugas masing-masing. 
Menurut Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) 
Kabupaten Luwu, Bapak Rahimullah, SE 
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“Kami menjalankan tugas dalam pemungutan retribusi sesuai dengan 
apa yang sudah diatur jadi saya pikir semua itu sudah jelas dan semua 
itu mengacu pada perda yang ada, sehingga para pelaku ekonomi 
dalam hal ini pedagang harus mematuhi ketentuan yang ada, sehingga 
target yang kami rencanakan bisa terealisasi dengan 
baik”.(Wawancara, 9 Juni 2011)  
 
Informasi mengenai retribusi tentu menjadi hal yang sangat penting 
dalam pelaksanaan kebijakan dalam pemungutan retribusi pasar yang ada di 
Kabupaten Luwu.  Informasi dibutuhkan oleh semua pihak agar arah dan 
tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik, 
kerjasama dengan beberapa pihak serta informasi bisa menjadi tolak ukur 
dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan terutama dalam 
pemungutan retribusi pasar.   
Sesuai dengan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa 
informasi mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten Luwu, 
terutama pada Pasar Belopa, Pasar Padang Sappa, dan Pasar Batusitanduk 
sudah sangat jelas, begitu pula personil-personil yang terlibat didalamnya 
harus melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang telah 
dikeluarkan sehingga pelaksanaan kebijakan dalam pemungutan retribusi 
pasar berjalan dengan efektif.  
c. Kewenangan  
Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan 
dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi 
para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika 
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wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementer dimata publik tidak 
terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.  
Berkenaan dengan wewenang pelaksana sebagai sumberdaya di 
dalam proses implementasi, hasil wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi 
PAD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Bapak Ahmad Abdul 
Razak, SE,MM yang menyatakan bahwa: 
“Kewenangannya kami disini adalah bagaimana agar target yang kami 
rencanakan itu meningkat bahkan melebihi target yang telah ditentukan dari 
sektor penerimaan retribusi pasar”.(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2015) 
 
Wewenang para pelaksana kebijakan pemungutan retribusi pasar 
adalah dapat meningkatkan pendapatan retribusi termasuk retrribusi pasar, 
mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga pendapatan 
asli daerah juga meningkat. Selain itu, kewenangan yang dilakukan oleh 
pelaksana kebijakan khususnya di Kabupaten Luwu sudah sesuai dengan 
aturan yang berlaku.  
 
4.3.3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana)  
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimilik oleh implementer, 
seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementer 
memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana akan menjalankan tugas 
dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 
implementer memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka 
proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.  
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a. Komitmen aparatur pelaksana  
Komitmen dari aparatur pelaksana sebuah kebijakan dapat menunjang 
berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebuah 
kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan 
jika para aparatur pelaksananya tidak memiliki komitmen untuk 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan.  
Dalam hal ini penulis maksudkan adalah komitmen dari implementer di 
dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar pada pasar yang ada di 
Kabupaten Luwu (Pasar Belopa, Pasar Padang Sappa, Pasar Batusitanduk).    
Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi PAD Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Bapak Ahmad Abdul Razak, SE,MM 
yang menyatakan bahwa: 
“Komitmen itu memang perlu dimiliki oleh pelaksana dalam 
pemungutan retribusi pasar dan pelaksana tersebut bekerja sesuai 
dengan tugasnya”.(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2015) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 
aparat pelaksana yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar memiliki 
komitmen dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas dan 
wewenang serta ketetapan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten 
Luwu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. 
b. Kejujuran aparatur pelaksana  
Kejujuran adalah suatu sikap yang mutlak dimiliki oleh seorang 
implementer, karena tanpa kejujuran di dalam melaksanakan kebijakan maka 
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akan hilang kepercayaan dari pembuat kebijakan dan masyarakat terhadap 
pelaksana kebijakan. Kejujuran itu harus terus diterapkan pada saat memulai 
implementasi kebijakan sampai pencapaian hasil yang telah ditargetkan 
sebelumnya.  
Dalam penelitian ini yang penulis maksudkan adalah sifat kejujuran 
dari aparat yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan 
pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu. Aparat tersebut diwajibkan 
memiliki sifat jujur yang tinggi untuk menjalankan pemungutan retribusi pasar 
tersebut, khususnya mengenai pertanggung jawaban setoran hasil 
pemungutan retribusi pasar yang mana keseluruhannya harus masuk ke kas 
daerah.  
Berkenaan dengan kejujuran yang wajib dimiliki para implementer, 
hasil wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi PAD Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah (DPKD) Bapak Ahmad Abdul Razak, SE,MM 
“petugas memang harus memiliki sifat jujur pada saat menagih, 
pedagang diberikan karcis untuk membayar retribusi pasar dan sisa 
sobekan karcis itu yang akan dihitung supaya tidak terjadi 
kecurangan”.(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2015) 
 
Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang kolektor yang 
bertugas di Pasar Belopa atas nama Saharuddin, menyatakan bahwa:  
“Kami hanya bertugas menagih retribusi dari pedagang dan hasilnya 
langsung kami setor kebendahara, selain itu kami melakukan tugas 
hanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan kami”. 




Hal serupa juga diungkapkan oleh petugas Kolektor yang ada di Pasar 
Padang Sappa atas nama Harjuna yang mengatakan bahwa : 
“kami sebagai penagih bertugas untuk menagih para pedagang pada 
hari pasar dan kami tidak melakukan penagihan kepada pedagang 
yang sudah membayar retribusi tiap bulan. (Wawancara, Tanggal 21 
Januari 2015)  
 
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa apabila 
kolektor selesai malakukan penagihan kepedagang-pedagang, hasilnya 
langsung disetor kebendahara untuk dilakukan penghitungan dan juga dalam 
melakukan pemungutan mereka selalu dibawah pengawasan kepala pasar. 
 
4.3.4. Struktur Birokrasi  
Menurut Edward III, variabel keempat yang mempengaruhi tingkat 
keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur 
birokrasi.Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan 
tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya 
dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, 
kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi 
karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang 
begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur 
birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan 
mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya 
kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan 
yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.  
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Dalam penelitian ini, struktur yang dimaksud adalah struktur pengelola 
dan prosedur kerja untuk mengatur tata aliran pekerjaan dalam pelaksanaan 
kebijakan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu:  
 
a. Struktur  
Struktur dari organisasi yang menerapkan kebijakan mempunyai suatu 
pengaruh penting pada proses implementasi. Dalam penelitian ini penulis 
maksudkan adalah struktur pengelola dari kebijakan pemungutan retribusi 
pasar di Pasar Belopa, Pasar Padang Sappa, dan Pasar Batusitanduk di 
Kabupaten Luwu . Dari hasil pengamatan penulis struktur organisasi Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu mengawasi UPTD 
Pengelola Pasar yang terbagi dalam empat (4) wilayah, yaitu: UPTD 
Pengelola Pasar Wilayah I,  UPTD Pengelola Pasar Wilayah II, UPTD 
Pengelola Pasar Wilayah III, dan UPTD Pengelola Pasar Wilayah IV.  
 
b. Prosedur 
Prosedur merupakan cara atau alur kerja. Dalam penelitian ini penulis 
maksudkan adalah cara atau alur kerja para pelaksana yang melaksanakan 
kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi PAD Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Bapak Ahmad Abdul Razak, SE,MM 
mengatakan bahwa prosedur kerjanya sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. 
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Pemungutan langsung dilapangan dilakukan oleh kolektor-kolektor 
yang telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya. Kolektor 
tersebut menarik retribusi dari para pedagang yang ada dipasar (Pasar 
Belopa, Pasar Padang Sappa, dan Pasar Batusitanduk) dengan memberikan 
potongan karcis sebagai bukti telah membayar retribusi. Setelah melakukan 
penarikan, kolektor mengumpulkan hasil pungutannya ke bendahara 
pembantu untuk dilakukan perhitungan. Hasil perhitungan retribusi harus 



















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1. Kesimpulan  
Dari penelitian yang dilakukan tentang implementasi kebijakan retribusi 
pasar di Kabupaten Luwu dapat disimpulkan : 
1. Pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu  
Terkait pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu 
sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana kebijakan yang 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh 
pemerintah daerah tentang Retribusi Jasa Umum.  Hal ini dapat dilihat 
pada hal berikut ini : 
c. Aparat yang terlibat di dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Pasar di Kabupaten Luwu, yaitu :  
1. Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu 
d. Pengelola Pasar yang terdiri dari empat (4) wilayah, yaitu :  
5. UPTD Pengelola Pasar Wilayah I 
6. UPTD Pengelola Pasar Wilayah II 
7. UPTD Pengelola Pasar Wilayah III 




e. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar 
ini, pemerintah menyediakan karcis sebagai tanda pembayaran 
retribusi.  
f. Tarif retribusi pasar yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui 
peraturan daerah dapat dterima dengan baik oleh pedagang.  
g. Kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan adalah masih ada 
pedagang yang belum menyadari atau memahami sepenuhnya 
pentingnya kewajiban membayar retribusi.   
2. Target  dan Realisasi Retribusi Jasa Pelayanan Pasar Kabupaten 
Luwu 
Target retribusi jasa pelayanan pasar Kabupaten Luwu sangat besar 
sehingga dari tahun 2013 sampai pada tahun 2014 belum pernah 
tercapai.  Hal ini disebabkan karena tingginya target yang ditetapkan 
tanpa melihat kondisi pasar yang ada.  Namun, target yang dicapai 
pada tahun 2014 hingga 95,40 % jauh lebih meningkat bila 
dibandingkan tahun 2013 yang hanya mencapai 89,73 %.  
3. Faktor – faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan 
retribusi pasar di Kabupaten Luwu yaitu :  
a. Komunikasi 
b. Sumber daya 
c. Disposisi 
d. Struktur Organisasi 
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Diantara faktor di atas, faktor komunikasi dan sumber daya sangat 
berpengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di 
Kabupaten Luwu.  
5.2. Saran  
Adapun hal – hal yang perlu disarankan sesuai dengan temuan 
penelitian, adalah :  
1. Diharapkan meningkatkan lagi daya respon yang tepat sasaran dari 
Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dalam mengemban pelaksanaan 
kebijakan retribusi pelayanan pasar kearah yang lebih baik agar 
pendapatan daerah pun menjadi lebih optimal. Baik dalam 
menjangkau setiap kebutuhan para pedagang pasar di pasar-pasar 
besar maupun pasar-pasar di desa terpencil melalui koordinator-
koordinator pasar yang sudah ditunjuk dapat dikatakan penyambung 
informasi dan orang yang bisa memberikan tindakan langsung di 
lapangan dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah kepada para 
pedagang sehingga respon dari instansi teknis mendapatkan respon 
yang baik pula dari para pedagang pasar yang ada dalam bentuk 
pembayaran retribusi pelayanan pasar harian.  
2. Diharapkan pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Pengelola 
Keuangan Daerah (DPKD) dan beberapa UPTD Pengelola Pasar yang 
terdiri dari empat UPTD tersebut, lebih meningkatkan ketegasan dalam 
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melakukan penarikan retribusi kepada para pedagang dan 
menertibkan para pedagang liar yang kerap kali ditemukan 
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